PERJANJIAN KERJA SAMA
PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

GOLONGAN II DAN III

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DAN

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI

Nomor :


Nomor : 
Nomor :
Pada hari ini Jumat bertempat di Bandung tanggal Dua puluh satu Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (21-06-2019) Para Pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Pemerintah Kabupaten Karanganyar, berkantor di Jalan Lawu nomor 385 Komplek Perkantoran Cangaan, Karanganyar, Jawa Tengah, 57712, dalam hal ini diwakili oleh ……………………., selaku ……………………, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

II. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, berkantor di Jalan Cisitu Lama No. 37 Bandung, Jawa Barat, 40135 dalam hal ini diwakili oleh A. Susetyo Edi Prabowo, selaku Kepala PPSDM Aparatur, bertindak untuk dan atas nama PPSDM Aparatur, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

III. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas), merupakan Instansi Pemerintah di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berkantor di Jalan Sorogo Nomor 1 Cepu, Jawa Tengah 58315, dalam hal ini diwakili oleh Wakhid Hasyim, selaku Kepala PPSDM Migas, bertindak untuk dan atas nama PPSDM Migas, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara sendiri-sendiri disebut sebagai “PIHAK” dan secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK”. 

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri ke dalam Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan III selanjutnya disebut “Perjanjian” dengan ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1

RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dalam hal Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan III. PIHAK KETIGA melaksanakan pengelolaan keuangan dan penyediaan sarana prasarana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan mulai tanggal :

· Angkatan 1
: 1 Juli 2019 sampai dengan ………………………. 2019
· Angkatan 2
: 1 Juli 2019 sampai dengan ………………………. 2019
Adapun kurikulum sebagaimana dimaksud pada lampiran 1.
PASAL 2
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Dalam hal PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA mengajukan perpanjangan Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA akan membuat surat pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum Perjanjian berakhir ke PIHAK lainnya.
(3) Dalam hal PARA PIHAK menyetujui perpanjangan sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (2), maka perubahan jangka waktu akan dilakukan dengan mekanisme sebagaimana disebut dalam Pasal 11 ayat (1).
PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN
(1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi:

a. Berkewajiban menyediakan peserta diklat;
b. Berkewajiban membayar biaya penyelenggaraan diklat pada PIHAK KETIGA sesuai dengan jumlah dan cara pembayaran yang diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini;
c. Berkewajiban membawa Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi peserta diklat;
d. Berhak menerima sarana prasarana, pengajar, pembimbing dan penguji selama penyelenggaraan diklat.
(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:

a. Berkewajiban menyiapkan jadwal diklat;
b. Berkewajiban menyediakan sertifikat diklat;
c. Berkewajiban menyediakan pengajar dan penguji;
d. Berkewajiban menyediakan mentor untuk peserta diklat pada saat coaching dan mentoring;
e. Berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat;
f. Berkewajiban membuat berita acara penyelesaian pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.
g. Berhak menerima biaya operasional yang telah disepakati dari PIHAK KETIGA sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada lampiran 2, sesuai dengan kegiatan.
(3) Hak dan kewajiban PIHAK KETIGA meliputi:

a. Berkewajiban menyelenggarakan pelaksanaan diklat;
b. Berkewajiban menyediakan kebutuhan administrasi, Alat Tulis Kantor (ATK) dan seragam bagi peserta diklat (1 stel pakaian olahraga dan 1 stel pakaian bela negara);
c. Berkewajiban menyediakan pengajar, penguji dan pembimbing;
e. Berkewajiban menyediakan fasilitas wisma untuk peserta diklat, pengajar, pembimbing dan penguji selama penyelenggaraan diklat;
f. Berkewajiban menyediakan konsumsi (3x makan dan 2x snack) untuk peserta diklat, pengajar, pembimbing dan penguji selama penyelenggaraan diklat (Senin sampai dengan Jumat);
g. Berkewajiban menyediakan pembimbing untuk peserta diklat pada saat coaching dan mentoring;
h. Berkewajiban mencairkan anggaran yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan diklat sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) paling lambat 5 (lima) hari setelah pertanggungjawaban keuangan diterima oleh bendahara pengeluaran PIHAK KETIGA secara lengkap dan benar;
i. Berhak menerima biaya penyelenggaraan diklat dari PIHAK PERTAMA sebagai penghasilan Badan Layanan Umum (BLU) sesuai dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
PASAL 4
BIAYA
Penetapan Biaya Pekerjaan yang disepakati PARA PIHAK adalah sebesar Rp. 9.293.000,00 (Sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) per orang, dengan jumlah peserta sebanyak 71 orang yang terbagi menjadi 2 (dua) kelas. Dalam hal peserta kurang dari 71 orang, PIHAK KEDUA wajib mencarikan pengganti peserta.
PASAL 5
TATA CARA PEMBAYARAN
(1) PIHAK PERTAMA wajib membayar biaya sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai kepada PIHAK KETIGA melalui transfer bank ke:
Nomor Rekening
: 
1604201819
NamaRekening
: 
RPL 163 BLU PPSDM MIGAS UNTUK OPS P1

Bank
: 
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu.

(2) Dalam hal terjadi perubahan rekening maka PIHAK KETIGA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
PASAL 6
PAJAK-PAJAK
(1) Semua pajak, bea meterai, iuran retribusi dan/atau pungutan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KETIGA. 

(2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan memotong/memungut Pajak Penghasilan (PPh) dari pembayaran kepada PIHAK KETIGA sesuai perundang-undangan/peraturan yang berlaku, kecuali ada pengecualian/penegasan bebas pajak dari pihak yang berwenang sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
(3) Pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan/terhutang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini akan disetorkan langsung oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA kepada Kas Negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kecuali ada pengecualian/penegasan bebas pajak dari pihak yang berwenang sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
PASAL 7
KEADAAN KAHAR
(1) Salah satu PIHAK dalam Perjanjian ini tidak dapat menuntut PIHAK lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau menganggap PIHAK lainnya telah melanggar Pekerjaan ini apabila PIHAK lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Pekerjaan ini karena adanya Keadaan Kahar.
(2) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan atau Instruksi-Instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan, badai, hujan yang luar biasa, peperangan, huru-hara, keributan, blockade, perselisihan perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dari Perjanjian ini dan berada diluar kendali PARA PIHAK.
(3) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya Keadaan Kahar, dan bilamana perlu harus menyerahkan bukti-bukti yang mendukung. Kegagalan untuk memberitahukan sebagaimana disebutkan di atas, maka dianggap Keadaan Kahar tidak pernah terjadi.
(4) Atas pemberitahuan tersebut di atas, PARA PIHAK akan melakukan penilaian atas keadaan dimaksud dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. Bilamana berdasarkan penilaian, keadaan tersebut dinyatakan bukan Keadaan Kahar maka PIHAK yang menyatakan Keadaan Kahar wajib memenuhi ketentuan Perjanjian ini.
(5) Dalam hal keadaan kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri atau merundingkan Perjanjian ini.
PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1) Perselisihan yang timbul antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan PIHAK KETIGA sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila musyawarah tersebut tidak tercapai kata mufakat, maka perselisihan tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Blora sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PASAL 9
HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan dan penafsiran atas Perjanjian ini dan hubungan-hubungan hukum PARA PIHAK pada Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
PASAL 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
(1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya, dengan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
(2) Dalam hal Perjanjian ini diakhiri lebih awal berdasarkan Pasal ini, PIHAK KETIGA hanya berhak atas Tarif Pekerjaan yang telah dilaksanakan dan memperoleh penggantian atas pengeluaran hingga tanggal pengakhiran Perjanjian yakni hanya sebesar jumlah peserta pelatihan yang telah didaftarkan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA namun belum terbayarkan.
(3) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal ini, salah satu PIHAK akan membebaskan PIHAK lainnya dari segala tuntutan, kehilangan, maupun kerugian yang sedang maupun akan diderita oleh salah satu PIHAK di masa yang akan datang. 

PASAL 11
KETENTUAN LAIN
(1) Perubahan atau penambahan atas ketentuan Perjanjian hanya dapat dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan kedalam suatu Amandemen atau Addendum, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

(2) Salah satu PIHAK tidak diperbolehkan mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
(3) Seluruh lampiran yang terdapat pada Perjanjian ini merupakan satu kesatuan Perjanjian antara PARA PIHAK dan menggantikan serta membatalkan semua komunikasi baik lisan maupun tertulis pada Perjanjian ini yang dilakukan di antara para pihak berkaitan dengan pokok permasalahannya. Dalam hal terjadi ketidakjelasan atau perbedaan diantara Pasal-Pasal dalam Perjanjian dan Lampiran, maka yang berlaku adalah Pasal-Pasal dari Perjanjian ini.
Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK bermeterai cukup di Bandung pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di awal Perjanjian ini, sehingga masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

	PIHAK PERTAMA,

………………………….
PIHAK KEDUA,

A. Susetyo Edi Prabowo 


	PIHAK KETIGA,

Wakhid Hasyim




6

